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WONPET 9 TAHLIS 2007

[ENTANG

PERJALANAN DINAS BAGT PLIABAT NEGARA, DPRD DAN PEGAWAT NEGERI SIPIL
DALAM LINGKUNGA ™ PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Menimbang

- Mengingat

[~2

fed

BT IEMBRANA,

bahwa dalam upase teriib administrasi pengelolaan keuangan daerah untuk
perjalanan dinss bugl Pojubut Negara, DPRD dan Pegawai Negert Sipil (PNS)
di lingkungan Pesse ol Kubupaten Jembrana perlu diatur;

bahwa adanva beackan herpa-harga barang dan jasa yang menimbulkan biaya
diehe Corauran Bupati Jembrang Nomor 36 Tahup 2005

Prnas heal Pegawal Pejabat Negara dan Pegawai Negeri
an Pemerintah Daerah Kabupaten  Jembrang  perlu

semakin tingy
tentang Periaizes,
Sipil Dulam Lingh:
ditinjen kel

bahwa  Keputuooo Neateri Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor
TAKMEK.C2 25 0 ny Derjedanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,

Pegawal Neges s dun Pegawat Tidak Tetap

bahwa Perawuran Nenteri Keuangan Nomor 96/PMK.02/2006 tentang Standar
Biaya Tahun Aaogaran 2007

bahwa bordusarkan pestimbangan huruf a, huruf b dan huruf ¢ diatas, perlu
menetapikan Poracran Bupatu Jembrana Tentang Perjalanan Dinas Bagli
Pejabut Negara, DPRD dan Pegawai Negeri Sipil dalam  Lingkungan
Pemerintan Kabuoaton fembrana;

Undang-Undang “worawor 49 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat 11 dalen Witevaly Ducrah-daerah tingkat [ Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nuso Tengoori Sinwar £ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor i 22. Tambahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-tUndang ~omor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara vang
Bersth dan: Bebes i Norupsi. Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Jrton e tohin 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesic Nomor 3831);

Undang-Undacy Nemor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Repulliz {ndencsia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik 1ndonesia Nomor 4286);

Undang-Uncanz Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negaru Republik [ndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-i ‘ndane Nonwor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-vndzinn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomer 33, Fnbain Ledharan Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
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Menetapkan

6.

10,

1k

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Tangpungicwah Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 440}

Undang-Undang Nomor 32 Tahus 2004 tentang  Pemerintah  Daerah
(Lembaran Negara Repubhik tndonesio fahun 2004 Nomor 125; Tambahan
Lembaran Negara Republik indonceis SNomar 4437) sehagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 :iun 2003 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-T"v %00 Nomor 3 Tahun 2005 Tentang
Perubahan Undang-Undang Nowsv 32 Tubue 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tumbai i funbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tuhur 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemierintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20{i4 Nomor 126. Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44381

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 entang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi schagei Dagrah Otonom (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 39524

Peraturan Pemerintah Nomer 3§ abiun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Rojusi- ivdenesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Ren 1 e oesia Nomor 4578);

Peraturan Daerah Kabupaten o dae Nomor 4 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Decral: (Leaibaran Dacrah Kabupaten Jembrana
Tahun 2005 Nomor 7. Terhabon 7o abaran Dacrah Kabupaten Jembrana

Nomor 3);

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATIE IEMBRANA TENTANG PERJALANAN  DINAS
BAGI PLJABAT NEGARA. DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM LINGKUNGAN PEMERINTATI KABUPATEN JEMBRANA.

Br"\ﬂ ]
KETENTUAN UMV
Pusal |

Dalam Peraturan Bupati ini vuny diimakisad dengan :

a, Perialanan Dinas Dalarm Daerch adalah Perjalanan  Dinas  vang
dilaksanakan oleh Peiabat Noegnre DPRD dan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kaolugoten Jembrana yang melaksanakan tugas
dinas dalam Wilavah Keeamotan, dilaar Kecamatan dan/atau  antar
Kecamatan dalam Kabupaier fchrana

b. Perialanan Dinas Luar Dacral: adaiah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan
oleh Pejabat Negara, DPRD dan Pegawal Negeri Sipil dalam Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Jembraia vang melaksanakan tugas dinas antar
Kabupaten Propinsi Bali dun wiau ke luar Dacrah Propinsi Bali dalam
wilavah Negara Kesatuan Reputtit indonesia.

¢. Perjalanan Dinas....ooovoivenennns



¢. Perjalanan Dinas Jabatan acazich »erjalanan untuk kepentingan Pemerintah

Kabupaten Fembrans, Jarl o ‘..;_'-r'.x:. redudukan ke tempat yvang dituju dan

kembali lagi ditemput keduda

Yang termasuk perjalanan Jines jzbatan adalah sebagai berikut :

VL Ditugaskan untuk mienzmpub Giian dinassjabatan yang diadakan diluar
tempat kedudukan :

2. Diharuskan menghuadaj aiclis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri
atan menghadapr scorang Jokiter penguji keschatan yang berada diluar
tempat kedudukan ¢ tem il unggal. untuk mendapat surat keterangan
keschatan untuk kepentinoon inhatan:

3. Diharuskan memperolch pengolatan diluar tempat kedudukan / tempat
tinggal berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cidera
pada waktu melaksanakan tugas:

4. Ditugaskan mengikuti pendid:kan diluar tempat kedudukan /tempat
tinggal;

5. Untuk mendapatkan pengobauan diluar tempat kedudukan/tempat
berada berdasarkan keputisan imajelis kesebatan Pegawai Negeri;

6. Untuk mendapatkan pengebattn dijuar tempat kedudukan karena
penyakit yang diderits berd o s surat keterangan dokter;

7. Mengambilimenjemputimen uniae ketempat  pemakaman  jenazah
pegawal yang meningegal duma dalam melakukan perjalanan dinas;

Pasal 2

(1) Biava Perjalanan Dinas terdiri Jdasi:
a. Biaya Angkutan Pegavwai:
b. Biaya Penginapan:

Uang harian;

d. Angkutan Setecmpat:

G

e. Biaya Angkutan dari dan/atau ke Bandara (PP);

f. Biaya Angkutan dar dan/atauv‘ke Terminal (PP):

g. Airport Tax.

h. Uang Representati! bagi Pejabat Negara dan DPRD

{2) Biaya angkutan pegawsai vang mennzunakan pesawat atau bus, besarnya
didasarkan atas harga tiket vane tosisha,

(3) Biaya Airpot Tax. besarnya didasarxan atas harga yang berlaku

(4) Masing-masing jenis terscbut puda avat (1) dibayarkan dalam satu jumlah
lumpsum sebelum perjalanan diiziicennkan,

(5) Penetapan alat angkutan vang dinergunakan  dalam  melaksanakan
perjalanan dinas yaitu :

a. Kapal Udara bagi para pcjabat vang melaksanakan dinas ke luar daerah
Propinsi Bali dan atau bagi pcgawal yang melaksanakan perjalanan ke
Ibu Kota Propinsi dan ketempat-tempat lain dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesin sateik penyelesaian tugas-tugas dinas.

b. Bilamana daerah tempat tujuan ridak memiliks lapangan udara, maka
alat angkut para pejibal vang  melaksanakan  perjalanan  dinas
ditentukan olch pejabatl vang bewenang,

c. Angkutan Darat (Kereia \1 e don Kapal Laut bagi pegawail yang

melaksanakan tugas dinas e fuor Torsh Propinsi Bali.
d. Para pegawal yang nmeia r\.:.':.ii."'i{[’li“. tugas Kedinasan keluar daerah
Propinsi Bali dapat diberikan i, angkutan dengan pesawat udara atas

persetujuan pejabat vany 1:--_-;--.\-:; -



BABII
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Pejabat vang berwenang menanda tangani Surat Perintah Perjalanan  Dinas
(SPPD) dan Surat Tugas adalah scbagai berikut :

1.

“A

Bupati Jembrana dan/atau Pejabat yang ditunjuk untuk :

- Wakil Bupati Jembrana

- Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana

- Sekretaris DPRID Kabupaten Jembrana

- Kepala Badan/Kepala Dinas/Kepala Kantor

- Para Camar s¢ Kabupaten Jembrana.

Sekretaris Daerabh Kabupaten Jembrana dan/atau pcjabat vang ditunjuk
untuk para pegawai dalam lLingkungan Sekretarial  Daerah Kabupaten
Jembrana.

Sekretaris DPRIDD Kabupaten Jembrana, uatuk para pegawal dalam
lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana

Kepala Badan/Dinas/Kantor untuk pegawal bawahannva dalam lingkungan
Badan/Dinas/Kantor bersangkutan.

Camat untuk Kepala Lurab dalam Hagkungan Kecamatan bersanakuan,

BAR 1

ATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 4

(1) Pejabat Negara, DPRD dan Pegawal vang akan mciaksanakan perjalanan

dinas wajib membawa Surat Perintah Perjalanan Dimas (SPPI2) dan Surat
Tugas vang tcluh ditanda tangani olch pejabat vang berwenang schagal
contoh dalam lampiran | dan 1] keputusan ini.

(2) Pejabat yang dimaksud dalam pasal 4 dalam menertibkan SPPD sekaligus

menctapkan alat angkufan yang digunakan untuk melaksanakan perjalaran
dinas.

Pasal 5

(1) Biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan satuan biava untuk masing-

masing jenis sebagal tersebut dalam lampiran 11, TV dan V keputusan
bupati ini. :

(2} Jumlah yang tertera  dalam lampiran 1L 1V dan keputusan bupati im

merupakan dasar perbitungan untuk menctapkan biova vang dibay arkan
Kepwda Pejabat Negara, DPRIY dan Pegawai Negeri Sipil vang melakukan
perjalanan dinas menurut tingkatannya masing-masing.

(3) Pejabat Negara. DPRD dan Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinuas

ke luar Dacrah Propinst Bali dan/atau vang melaksanakan perjalanan dinas
ke Ibu Kota Propinsi dan ke Ibu Kota Non Propinsi dalam Wilavah Negara
Kesatuan Republik indonesia, SPPD tersebut waiib discrahkan kepada
Bendahara Pengeluasran vang melaksanakan pembayaran dengan melampin
Tiket Bus untuk perjalanan dengan Angkutan Darat dan melampion ket
Atrport Tax dan Bording Pass untuk perjalanan dengan Angkutan Udara

(4) Pegawai............ ...



(4} Pcjabat Nepara, DPRD dan Pegawai vang melaksanakan perjalanan dinas
baik perjalanan dinas dalam daerah maupun luar dacrah pada bulan
berkenaan, SPPD wajib diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Pengeluaran harus mempertanggungjawabkan SPPD pada bulan
tersehut.

BABR IV
LAIN-LAIN
Pasal 6

(1) Setiap  Perjalanan Dinas ke Luar Negerl bagl  Pejabat Pemerintah
Kabupaten Jembrana termasuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Jembrana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

(2) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah hanva dapal diperkenankan untuk
Pejabat Negpara dan DPRID Kabupaten Jembrana, Scdangkan Pegawai
Negert Sipil dalom Lingkungan Pemerintah  Kabupaten Jembrana tidak
diperkenankan,

(3} Pegawai Pemerintah Kabupaten Jembrana vang berstatus dundatau bertugas
sehagai sopir dapat diberikan biava perjalanan dinas sepanjang tenaganya
sangat  dibutuhkan  dan satuan biavanva  disctarakan  dengan Pegawin
Golongan |

BAR V
PLENUTUR
Pasal 7

(1) Dengan berlakunva Peraturan ini maka Peraturan Bupati Jembrana Nomor
36 Tahun 2005 tanggal 29 Desember 2006 tentang Perjalanan Dinas Bagi
Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Jembrana dinvatakan tidak berlaku lagt.

(2) Peraturan int mulat berfaku sejak tanggal 1 Maret 2007

Agar sctiap orang mengetahui, memerintahkan  pengundangan  Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

et " Rjtetapkan di ; Negara
: m*pﬁt}a tanggal : 12 Pebruari 2007

_-BUMII JIEMBRANA,

DIE WINASA

Diundangkan di Negara
pada tanggal ; 13 Pebruari 2007




LAMPIRANIT: PERATURAN BUPATITEMBRANA
NOMOR s 4 T R 20T
TANGGAIL  : [Z2 PEBRUARI 2007
TENTANG  : PLRIAT.ANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, DPRD
DAN FEGAWAL NEGER!T SIPIL DALAM LINGKUNGAN
PEMERINTAN KABUPATEN JEMBRANA.

CUN IO SURAT TUGAS

Dengan ini memerintahkan Kepadi oo, v oo sieaien
Nama P erensvemsemrnen s S e e AR i
Jabatan ¥ ammrermmremessmeen s s s A R R
Hari/Tgl B i e R R S
I MBHERUE  © et T B e e S 4

............................................

i Demikian surat tugas i dibual untuk dapat dilaksanakan dan  dipergunakan
sebagaimana mestinya.

BUPATIIEMBRANA
td

I GEDE WINASA



LAMPIRAN I - PERATURAN BUPATIIEMBRANA

NOMOR 9 TAHUN 2007
TANGGAL : 12 PEBRUARI 2007
TENTANG : PERFALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, DPRD

DAN PEGAWAL NLEGERID SIPIL DALAM LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA,

CONTOLH SURAT PERINTAH PERIALANAN DINAS (SPPD)

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
KABUPATEN JEMBRANA

SURAT PERINTAIT PERIALANAN DINAN
LEMBAR :
NOMOR

1. Pejabat vang berwengan memberikan perintah
2. Nama Pegawat yg diperintah | Pangkat/Gol | Jabatan | Gajin Pokok ! Tk.menurut Peraturan
t Perjalanan. Dinas
i
ST R
e e
dst
3. Muaksud Perjalanan Dinas
4. Alat angkut vang dipergunakan
5. a. Tempat berangkat s a,
b. Tempat tujuan b.
6. . Lamanya Perjalanan Dinas a.
b. Tanggal berangkat b.
¢. l'anggal harus kembali ¢.
7. Pembebanan Anggaran / Instansi
8.  Keierangan lain-lain

DIKELUARKAN DI NEGARA
PADA TANGGAL




Berangkat darn :
(tempat kedudukan) .

Ke
Pada tanggal

Rotali. ... cvs s s e seay T s
{ o )
Tiba di : Berangkat dari
Pada tanggal Ke

Pada tanggal

AN oo SR SRR Kepala.....ooovoiiiii i
( _ ) (_ i
Tiba d : Berangkat dari
Pada tanggal Ke

Puda tanggal
Kepala .....oooooiiiiiiic Kepala, . oo e e
 — N ¢ )

Catatan Lain-lain :

PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menestbitsun 5P21) Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas para
Pejabat yang menegaskan tangua: berangkat / tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab
berdasarkan Peraturan-peralura: K unnoun Negara, apabila Negara menderita rugi akibat
kesalahan/kelalaian dan kealpau: [inzka & lumpiran Surat Edaran Menteri Keuangan tanggal 30
April 1974, Nomor B-296/MK/[:4:167:4),

BUPATI JEMBRANA,
ttd

1 GEDE WINASA



LAMPIRAN i - PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NZMOR -9 TAHUN 2007

TANGGAL 12 PEBRUARI 2007

TENTANG - PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, DPRD, DAN PEGAWAI NEGERI SIFIL

DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
TARIF TARIF RATA2 HOTEL KELAS STANDAR/
NO PROPINSI UANG Il(?TFl;, . I)‘l.I.-lJXF .-\fOI\ f\l.ll 1 I'.” ; :
HARIAN KELAS BINTANG | BINTANG | BINTANG | BINTANG | BINTANG

- SUITE LIMA EMPAT TIGA PDUA SATU
i 2 3 4 ] 6 7 8 9)
] INANGGROE ACETE DARISSALAM 300 U0 KI5 000 650000 RISLERVATH JAt.000 RATIRYIEY) 2000000
2 ISUMATERA LTARA 300,000 3.930.000 SOG.000 S50.000 SO 000 300 D0 200,000
3 IRtAL 300000 2 670,000 ROOOO00 RSIERATATH! 0 (w0 RILARATRIAY RIVARAINH
4 IKEPULAUAN RIAL 300,000 3 100,00 TOO.GO RRTIXNTH J30.000 RIVIRRIIBIY] INITRSIR]
A l1AMBI 300,000 S13.000 SRV A RIVINSTS 2000 0y 180000
6 [SUMATIRA BARA 300,000 2.670.000 E50.00M) R A0 000 200,00H) 20000
TOSUMATERA SELATAN RART | 1000 TEMH) SUHL ) ASta0 2S0hANHL o0 a0n
O ANMPUNG REARAATEY 3 200 A0 RITARATTS! 3500 REARTTATE RIFIARATATE

O JBRENGRVL

1) | BANGKA BELTTENG
11 [BANTEN

2 HAWA BARAT

13 JODKUIARARTA

14 JAWA TENGAL

15 DL YOGYARARTA
It JTAWA TIMLIR

H

00000
REARIATE
300 GHo
3ALGOO
450000
00,0400
350,060
330000

(S0

YT 0L
2 7500004
1630000
T 20000
3 232.000
3.722.000
4 7700

0 (0
SE0.000
TUHY (00
BUHLOGL
20006
BO0.000
TRAMIO
800 0416

-

SO D)
SO0
RN
IRV
ELUART S
HUO.000)
550,000
6UO.DO0

A3t
AS0.060
B INEHTY]
50 0K
S0 008
AS0000
400 (10
130060

RIUSRYRI
JE{L000
RIVERETE]
350
AO0 Gl
A30.004)
300 0
330000

2000 EH I
[ S0.HI
2000
20000
RIERAIEY
RETURHTH
2004000
SRR

[7INCSA TENGOARS BARA | 330000 4 630,000 EAIVACHY, 600000 }30.000 U000 200,000
PR OINUISA TENGGARA TIMLR 33800 [ReESRVIH U000 S Y R R 230000 2000
19 |RATIMAN AN BARA | SEHD G H87 004 TOOGG0 SO0 ENM) ASLO0G 230L00H) 200 0tk)
2 IKALIMANG AN TENGAR RTINS 222 N0 ARURYIY RIVERVHY) 33000 230004 RISIRYINY
21 IRALIMANTAN SEEATAN SOLOCH [ EOGG00 63000} SO0.000 300,060 23000400 150000
22 IRALIMANTAN TIMUR 330,000 3 250,000 800,000 6350000 SOHLOO0 330000 200,000
23 ASULAWESETITARA 3040000 2O3R0000 T50.000 660,001 SO0, 000 23,000 200,000
2L OORONTALG I 0600 TOOM) H30.000 RIVARYAY AR0.000 RISARVIN) 1 34 (31H)
23 [SULAWESIBARAT SO0t < YR HUDLOH RITINE) Q0GR O08G 30ck00 k500000
26 |SULAWESTSELATAN 350.000 2,500,000 B00.000 63600 RLIREEHS 350,000 2040000
27 ISUTAWEST TENUGAN 300L000 VSRTISTY T, 0K S00L00 SU0.060 300,000 130,000
TR AISULAWES) PENGGARA 340,000 45000 AVIANSIHH] SO0, 0008 RIS IRYALH RIVIRYVALH RATARTISH
29 IMALLRD RUIRE 300 HUL DN A50.060 R AREIY: RERRSIATH RN
S IMALUKL UTARA RN RAVIERFIS] HUOO00 430,000 RIESREE 2000, 0000 | Sttt
JEIPAPLA A 1. 2200000 B30.000 OG0 A S0 e RRURYIY] 250,10
a ".'_# TRIAN JAY A BARAT 000 G610 650, (Wit} S00.000 [AUsRET] By.000 204).080

RATA - RATA 3.064.849 H95.455 512,121 IRT R 2181.81% 91904

Keterangan :

1. Uang hacian terdint dasi sang saku dan transport lokal

2. Peruntukkun hotgl berbintang
a, Hotel Bintang | it
b, Hotel Bimange anpad
¢. Hotel Bintang Tiga
¢ Hhotel Bmang
. Hotel Bintang Satu

o Untuk pejabat nepara diberihan Fasilitas Hotel Bintang Lima K las Suite.
Hotel Bintang |ima nuka Pejabat Negara tersebut dapat diberikan warif kamar o

© Bupati Wakil Bupat dan KetneWakil Ketug DPRD

U Angzeot DPRID. Pejabat Eselon i dan Pejabat Pselon 1
et eselon N2 Goil 1V
s Pty cselonn 1YV 7 Gl AN
: PNS Got 1 dan Gol. ]

Apaiily daje

s

o
i

.

T —

st tersebus tidak terdapat




AN IV - PERATURAN BUPATL JEMBRANA
R : 9 TAHUN 2007
AL 1 12 PEBRUARI 2007

NG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA,

BUPATIMAKIL

KETUAMWAKIL

ANGGOTA

TINGKAT PEGAWA!I GOLONGAN

R URAIAN BUPATI DPRD DPRD A B C D
(V) (i (1) )
(RP) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
KELUAR DAERAH
ANTAR PROPINSI
1, Biaya Angkutan dari dan/atau ke bandara (PP) 400.000,00 400.000,00 300.000,00 300.000,00 200.000,00 F §
2. Biaya Angkutan dari dan atau/ ke terminal Bus ( PP) - “ 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
ANTAR KABUPATEN PROPINSI BALI
| PERJALANAN DFNGAN MENGINAP
500.000,00 500 000,00 201.000.00 300.0C0,00 110.600,20

1 Peoginaparn
I' i .
WA Mang harian

b RIALANAN PULANG FLRG
| Celuar Kebupatan Jembrana
D! DALAM DAERAH

Dalam Kabupaten Jembrana.
- Luar danfatau antar Kecamatan

- Dalam Wilayah Kecamatan

300 000 .00

50.000,00

25.000,00

300 000,065
;

50.000,680

25.000,00

100,000,560

50.0400,00Q

25.000,00

100.000, 00

150.000.0C

[LSERVIENEY]

SEOROLO

75.000.00

5000600




LAMPIRAN V - PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR - 8 TAHUN 2007

TANGGAL 12 PEBRUARI 2007
TENTANG : PERJALANAN DINAS BAG! PEJABAT NEGARA, DPRD, DAN PEGAWAI NEGERI SIFIL

DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

A. UANG REPRESENTASI BAGI PEJABAT NEGARA DAN DPRD

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

ORANGIARI
NO URAAR ANTAR PROPINS!
PEJABAT NEGARA DAN DPRD
1|Bupati/Ketua DPRD 450.000.00
2 Wakil BupatiiWakil Ketua DPRD 300.000,00
3|Anggota DPRD 950.000,00
{ |
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
ORANG/HARI
NO URAIAN KE LUAR KABUPATEN JEMBRANA

DALAM PROVINSI BAL|

PEJABAT NEGARA DAN DPRD

11Bupati/Ketua DPRD 200.000,00
2IWakil BupatiiVakil Ketua DPRD , 175.000,00
3|Anggota DPRD 150.000,00

.‘-\_

G A
UPATIJEMBRANA




